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BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR =g TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
.sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516};

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516},

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimna telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Deasese
2019 (COVID-19} dan/atau  Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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12.
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15.
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20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829j;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat {(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan. Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);



Menetapkan

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114y);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-
2022 {Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017 Nomor 11};

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor
166);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN
ANGGARAN 2022.



Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 1.235.728.396.000,00 (satu triliun dua ratus
tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta
tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang
bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

¢. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

{1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 132.605.750.000,00
(seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

{(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh
sembilan miliar rupiahj}.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b sebesar Rp. 7.243.250.000,00 (tujuh miliar
dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah).

{(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ sebesar
Rp. 2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam
puluh dua juta lima ratus ribu rupiahj).

(5} Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp. 84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar
rupiah).

Pasal 4

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar
rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak hotel;



(2)

(3)

(4)

(10)

(11)

b. pajak restoran;

¢. pajak hiburan;

d. pajak reklame;

e. pajak penerangan jalan;

f. pajak parkir;

g. pajak air tanah;

h. pajak mineral bukan logam dan batuan;

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2); dan

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).

Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar
delapan ratus juta rupiah).

Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ sebesar Rp. 250.000.000,00 {dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua
ratus juta rupiah}.

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e sebesar Rp. 14.500.000.000,00 {(empat
belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf g sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh
juta rupiah).

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar
Rp. 350.000.000,00 {tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
sebesar Rp. 13.260.000.000,00 (tiga belas miliar dua
ratus enam puluh juta rupiah).

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar
Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta
rupiah).



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Pasal 5

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 7.243.250.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat
puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang
terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;

b. retribusi jasa usaha; dan

¢. retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.222.863.694,00 (empat
miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus
enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh
empat rupiah).

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.327.890.019,00 (dua
miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus
sembilan puluh ribu sembilan belas rupiah).

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp. 692.496.287,00
(enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus
sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh
tujuh rupiah).

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} huruf ¢
dengan anggaran sebesar Rp. 2.362.500.000,00 (dua
miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu
bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp. 2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah} yvang terdiri dari
satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang
dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas
penyertaan modal pada BUMN (lembaga keuangan).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
dengan anggaran sebesar Rp. 84.000.000.000,00
(delapan puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. jasa giro;

b. pendapatan BLUD; dan



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP).

Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah}.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp. 60.500.000.000,00 (enam
puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf ¢ sebesar Rp. 18.500.000.000,00 (delapan belas
miliar lima ratus juta rupiahj}.

Pasal 8

Pendapatan transfer sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 1.103.122.646.000,00 (satu triliun seratus tiga
miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat
puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a  sebesar
Rp. 1.023.122.646.000,00 (satu triiun dua puluh tiga
miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat
puluh enam ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 9

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat {1} huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 1.023.122.646.000,00 ({satu
triliun dua puluh tiga miliar seratus dua puluh dua
juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. dana perimbangan;

b. dana insentif daerah (DIDj}; dan

c. dana desa.

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 884.074.905.000,00 {delapan ratus delapan puluh
empat miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus
lima ribu rupiah).



(3) Ddana insentif daerah (DID} sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 16.414.400.000,00 (enam belas miliar empat ratus
empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf c dengan anggaran sebesar
Rp. 122.633.341.000,00 (seratus dua puluh dua miliar
enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh
satu ribu rupiah).

Pasal 10

{1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan
anggaran sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan
puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi
hasil.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan  anggaran sebesar
Rp. 80.000.000.000,00 {delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp. 1.277.228.396.000,00 (satu triiun dua ratus tujuh
puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 12

(i) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 938.169.149.671,00 (sembilan ratus tiga puluh
delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta
serratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh
puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai,

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf a sebesar Rp. 563.779.820.401,00 (lima ratus
enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh
sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat
ratus satu rupiahj.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp. 352.492.534.870,00 (tiga
ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan
puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu
delapan ratus tujuh puluh rupiahj.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ sebesar Rp. 20.396.794.400,00 (dua puluh
miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiahj.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah}.

Pasal 13

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar

Rp. 563.779.820.401,00 (lima ratus enam puluh tiga

miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan

ratus dua puluh ribu empat ratus satu rupiah) yang

terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

b. belanja tambahan penghasilan ASN;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH,;

g. belanja pegawai BOS; dan

h. belanja pegawai BLUD.

[y}

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a sebesar
Rp. 363.992.891.382,00 (tiga ratus enam puluh tiga
miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan
ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan
puluh dua rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b sebesar
Rp. 47.822.241.661,00 (empat puluh tujuh miliar
delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat
puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf c sebesar Rp. 117.504.626.367,00
{seratus tujuh belas miliar lima ratus empat juta enam
ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh
tujuh rupiah).



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp. 21.987.666.655,00 (dua puluh satu miliar
sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus
enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima
rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e scbesar
Rp. 638.946.336,00 (enam ratus tiga puluh delapan
juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus
tiga puluh enam rupiah).

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus
sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h sebesar Rp. 11.322.568.000,00
(sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima
ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 14

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan

anggaran sebesar Rp.363.992.891.382,00 (tiga ratus

enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh

dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga

ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji pokok ASN;

b. belanja tunjangan keluarga ASN;

c. belanja tunjangan jabatan ASN,

d. belanja tunjangan fungsional ASN;

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

f. belanja tunjangan beras ASN;

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

h.belanja pembulatan gaji ASN;

i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;

k. belanja iuran jaminan kematian PNS; dan

l. belanja iuran simpanan peserta tabungan
perumahan rakyat ASN,

Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 275.019.028.733,00 (dua ratus tujuh puluh lima
miliar sembilan belas juta dua puluh delapan ribu
tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).



(3)

(4)

(6)

(7

(9)

(10)

(11)

Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 23.987.955.784,00 (dua puluh tiga miliar
sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan
ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh
empat rupiahj.

Belanja  tunjangan jabatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan anggaran
sebesar Rp. 6.464.738.265,00 (enam miliar empat
ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh
delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran
sebesar Rp. 22.410.174.582,00 (dua puluh dua miliar
empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh empat
ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran
sebesar Rp.1.942.918.390,00 (satu miliar sembilan
ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan
belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf f dengan anggaran sebesar
Rp. 14.652.301.070,00 (empat belas miliar enam ratus
lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu tujuh puluh
rupiah).

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan
anggaran sebesar Rp. 474.180.274,00 (empat ratus
tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu
dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf h dengan anggaran sebesar
Rp. 6.140.533,00 (enam juta seratus empat puluh ribu
lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran
sebesar Rp. 14.649.962.375,00 (empat belas miliar
enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus
enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah).

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf j dengan
anggaran sebesar Rp. 759.320.000,00 (tujuh ratus
lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiahj.



(12)

(13)

{1)

(2)

(3)

(1)

Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran
sebesar Rp. 2.383.020.000,00 (dua miliar tiga ratus
delapan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan
rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl dengan anggaran sebesar Rp. 1.221.151.376,00
(satu miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus
lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam
rupiah).

Pasal 15

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan

anggaran sebesar Rp. 47.822.241.661,00 (empat puluh

tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua

ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh

satu rupiah), yang terdiri atas:

a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
ASN,;

b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
ASN; dan

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan
profesi ASN.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 47.110.628.943,00 (empat puluh
tujuh miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua
puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga
rupiah].

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus
delapan puluh juta rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan
profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dengan anggaran sebesar Rp. 531.612.718,00
(lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas
ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Pasal 16

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1} huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 117.504.626.367,00 (seratus tujuh belas miliar
lima ratus empat juta enam ratus dua puluh enam
nbu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri
atas:



(2)

(3)

(5)

(7)

(1}

a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak
daerah;

. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi
daerah;

. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD,;

. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;

. belanja honorarium; dan
belanja jasa pengelolaan BMD.

o
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Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan anggaran sebesar Rp. 1.311.375.000,00 (satu
miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah).

Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan anggaran sebesar Rp. 352.688.367,00 (tiga
ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh
delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja tunjangan profesi guru (TPG} PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
anggaran sebesar Rp. 101.476.403.000,00 (seratus
satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat
ratus tiga ribu rupiahj.

Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan
anggaran sebesar Rp. 2.256.000.000,00 (dua miliar
dua ratus lima puluh enam juta rupiah).

Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar
Rp. 11.897.560.000,00 (sebelas miliar delapan ratus
sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu
rupiah}.

Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar
Rp. 210.600.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam
ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dengan
anggaran sebesar Rp. 21.987.666.655,00 (dua puluh
satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta
enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja uang representasi DPRD;

b. belanja tunjangan keluarga DPRD,;

c. belanja tunjangan beras DPRD;



(2)

{3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

belanja uang paket DPRD;

belanja tunjangan jabatan DPRD;

belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan

dan anggota DPRD;

belanja tunjangan reses DPRD;

belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan

anggota DPRD;

k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan
anggota DPRD;

I. belanja tunjangan transportasi; dan

m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Tm e a

| PP,

Belanja uang representasi DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 892.290.000,00 (delapan ratus sembilan
puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 124.920.600,00 (seratus dua puluh empat
juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus
rupiah).

Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 139.046.400,00 {seratus tiga puluh sembilan juta
empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar
Rp. 89.229.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua
ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran
sebesar Rp. 1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus
sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu
lima ratus rupiah).

Belanja  tunjangan alat  kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan
anggaran sebesar Rp. 131.087.250,00 (seratus tiga
puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus
lima puluh rupiah).

Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan
anggaran sebesar Rp. 56.317.275,00 (lima puluh enam
juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh
lima rupiah).



(9)

(10)

(11)

(12)

(13}

(14)

(1)

Belanja tunjangan komunikasi insentif Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar
Rp. 3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat
juta rupiah).

Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar
Rp. 756.000.000,00 {tujuh ratus lima puluh enam juta
rupiah).

Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j dengan anggaran sebesar Rp. 5.999.314,00
(lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k dengan anggaran sebesar
Rp. 8.336.171.856,00 (delapan miliar tiga ratus tiga
puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu
delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf 1 dengan anggaran
sebesar Rp. 7.001.864.460,00 (tujuh miliar satu juta
delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus
enam puluh rupiah).

Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan anggaran
sebesar Rp. 136.920.000,00 (seratus tiga puluh enam
juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah}.

Pasal 18

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dengan

anggaran sebesar Rp. 638.946.336,00 (enam ratus tiga

puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam

ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri

atas:

. belanja gaji pokok KDH/WKDH,;

. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH,;

belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;

. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/

WKDH;

belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan
pajak daerah bagi KDH/WKDH; dan

h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan

retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

o R0 op
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(2)

(3)

(5)

{7)

(8)

(1)

{2)

Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta
delapan ratus ribu rupiah).

Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 6.552.000,00 (enam juta lima ratus lima
puluh dua ribu rupiah).

Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan anggaran
sebesar Rp. 84.240.000,00 (delapan puluh empat juta
dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran
sebesar Rp. 6.952.320,00 (enam juta sembilan ratus
lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/
WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dengan anggaran sebesar Rp. 241.056,00 (dua ratus
empat puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).

Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf f dengan anggaran
sebesar Rp. 960,00 (sembilan ratus enam puluh
rupiah).

Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan
pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g dengan anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00
(empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah).

Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).

Pasal 19

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar
Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan
ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan

b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

Belanja dana operasional Pimpinan DPFRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh
juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiahj.



(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat {1) huruf g sebesar Rp. 0,00 (nol
rupiah).

Pasal 21

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar
Rp. 11.322.568.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua
puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu
rupiah}, yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai
BLUD.

Pasal 22

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 352.492.534.870,00 (tiga ratus lima puluh dua
miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus
tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;

b. belanja jasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOS; dan

g. belanja barang dan jasa BLUD.

{2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp. 53.636.261.930,00 (lima puluh
tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus
enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh
rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp. 129.919.592.021,00 (seratus dua
puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas
Juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh
satu rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ sebesar Rp. 8.827.573.150.00 (delapan
miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus
tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).



(5)

(6)

(8}

(1)

(2)

(3)

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sebesar Rp. 41.069.742.000,00 {(empat
puluh satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh
ratus empat puluh dua ribu rupiahj.

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf e sebesar
Rp. 6.705.537.969,00 (enam miliar tujuh ratus lima
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus
enam puluh sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 55.427.500.000,00
(lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 56.906.327.800,00
(lima puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tiga
ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiahj.

Pasal 23

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayvat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 53.636.261.930,00 (lima puluh tiga miliar enam
ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu
ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdin
atas:

a. belanja barang pakai habis; dan

b. belanja barang tak habis pakai;

Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a sebesar Rp. 53.595.461.930,00
(lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima
juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus
tiga puluh rupiah).

Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 40.800.000,00
(empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 24

Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 129.919,592.021,00 (seratus dua puluh sembilan
miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus
sembilan puluh dua ribu dua puluh satu rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja jasa kantor;

b. belanja iuran jaminan/asuransi;
¢. belanja sewa tanah;

d. belanja sewa peralatan dan mesin;



(2)

(6)

(7)

(9)

(10}

e. belanja sewa aset tetap lainnya;

f. belanja jasa konsultansi konstruksi;

g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;

h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan;

i. belanja jasa insentif bagi pegawai non PNS atas
pemungutan pajak daerah; dan

J. belanja jasa insentif bagi pegawai non PNS atas
pemungutan retribusi daerah.

Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebesar Rp. 89.915.705.200,00
(delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima
belas juta tujuh ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Belanja  iuran  jaminan/asuransi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 12.897.097.436,00 (dua belas miliar delapan ratus
sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu
empat ratus tiga puluh enam rupiahj.

Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah).

Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp. 2.525.486.000,00 {(dua miliar lima ratus dua puluh
lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu
rupiah).

Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp. 389.950.000,00 (tiga ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar
Rp. 10.213.178.000,00 {sepuluh miliar dua ratus tiga
belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf g sebesar
Rp. 5.704.007.385,00 (lima miliar tujuh ratus empat
juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf h sebesar
Rp. 5.787.752.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus lma puluh dua ribu
rupiah).

Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 151.125.000,00
{seratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima
ribu rupiah}.



(11) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas

(4)

pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 8.827.573.150.00 (delapan miliar delapan ratus
dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu
seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;

b. belanja pemeliharaan bangunan dan gedung; dan

c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.

Belanja  pemeliharaan  peralatan dan  mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 5.750.671.200,00 (lima miliar tujuh ratus lima
puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua
ratus rupiah).

Belanja  pemeliharaan bangunan dan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 2.051.429.556,00 (dua miliar lima puluh satu juta
empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima
puluh enam rupiah).

Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ sebesar
Rp. 850.452.394,00 (delapan ratus lima puluh juta
empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan
puluh empat rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar
Rp. 41.069.742.000,00 (empat puluh satu miliar enam
puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu
rupiah), yang terdiri atas dua rincian objek belanja yaitu
belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
perjalanan dinas luar negeri.

(1)

Pasal 27

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dengan
anggaran sebesar Rp. 6.705.537.969,00 (enam miliar
tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu
sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak

ketiga /pihak lain/masyarakat; dan



b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat.

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.739.475.000,00
(ima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta
empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain /masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp. 966.062.969,00 (sembilan ratus
enam puluh enam juta enam puluh dua ribu sembilan
ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat {1) huruf f dengan anggaran sebesar
Rp. 55.427.500.000,00 (lima puluh lima miliar empat
ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang
terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang
jasa BOS.

Pasal 29

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar
Rp. 56.906.327.800,00 (lima puluh enam miliar sembilan
ratus enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan
ratus rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek belanja
yaitu belanja barang jasa BLUD.

Pasal 30

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 20.396.794.400,00 (dua puluh miliar tiga ratus
sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh
empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
dan

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai
politik.

(2] Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta
rupiah).



(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 18.466.500.000,00 (delapan belas miliar empat
ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar
Rp. 530.294.400 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus
sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 31

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat {l1) huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat
ratus juta rupiah), yang terdiri atas satu rincian objek
belanja yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah
daerah lainnya.

Pasal 32

(1) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 18.466.500.000,00 (delapan belas miliar empat
ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang
bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang
bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar; dan

¢. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang
bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat
nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 14.325.900.000,00 (empat belas miliar tiga ratus
dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat
nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.190.600.000,00 (dua
miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu
rupiah).



{4} Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat
nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar
Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima
puluh juta rupiah).

Pasal 33

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf d dengan anggaran  sebesar
Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),
yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 34

Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 dengan anggaran sebesar
Rp. 1.500.000.000,00 {satu miliar lima ratus juta rupiah),
yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja
bantuan sosial uang yang kepada keluarga.

Pasal 35

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 145.298.900.029,00 (seratus empat puluh lima
miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan
ratus ribu dua puluh sembilan rupiah), vang terdiri
atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal bangunan dan gedung;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2} Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.767.625.000,00 (satu
miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus
dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b sebesar
Rp. 38.011.919.915,00 {(tiga puluh delapan miliar
sebelas juta sembilan ratus sembilan belas ribu
sembilan ratus lima belas rupiahj].

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sebesar
Rp. 27.988.659.799,00 (dua puluh tujuh miliar
sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus
lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh
sembilan rupiahj.



(5)

6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp. 77.404.752.315,00 (tujuh puluh tujuh miliar
empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh dua
ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp. 125.943.000,00 (seratus dua puluh lima juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 36

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 1.767.625.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam
puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu
rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dengan
anggaran sebesar Rp. 38.011.919.915,00 (tiga puluh
delapan miliar sebelas juta sembilan ratus sembilan
belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja modal alat besar;

b. belanja modal alat angkutan;

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

d. belanja modal alat pertanian;

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

f. belanja modal alat studio, komunikasi dan
pemancar;

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan,

h. belanja modal alat laboratorium,;

1. belanja modal komputer;

j- belanja modal alat produksi, pengolahan, dan
pemurnian

k. belanja modal alat keselamatan kerja;

1. belanja modal rambu-rambu;

m. belanja modal peralatan olahraga;

n. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan

o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 8.000.000,00 (delapan juta ruptahj).

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta
rupiah).



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15}

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan anggaran
sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu
rupiah}.

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf d dengan anggaran sebesar
Rp. 1.532.500,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua
ribu lima ratus rupiah).

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan
anggaran sebesar Rp. 5.104.228.914,00 (lima miliar
seratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu
semnbilan ratus empat belas rupiahj.

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf {f dengan
anggaran sebesar Rp. 969.330.000,00 (sembilan ratus
enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu
rupiah).

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan
anggaran sebesar Rp. 12.022.372.006,00 (dua belas
miliar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua
ribu enam rupiah).

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan anggaran
sebesar Rp. 36.375.000,00 (tiga puluh enam juta tiga
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf 1 dengan anggaran sebesar
Rp. 12.424.156.295,00 (dua belas miliar empat ratus
dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu
dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan anggaran
sebesar Rp. 47.310.000,00 {empat puluh tujuh juta
tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf 1 dengan anggaran sebesar
Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan
ratus ribu rupiah).

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf m dengan anggaran
sebesar Rp. 5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf n dengan anggaran
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).



(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dengan
anggaran sebesar Rp. 6.619.104.200,00 (enam miliar
enam ratus sembilan belas juta seratus empat ribu
dua ratus rupiah).

Pasal 37

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat {2) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terdiri atas
satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat besar
darat.

Pasal 38

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 660.000.000,00 {enam ratus enam puluh juta rupiah)
yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja
modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 39

(1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2} huruf ¢ sebesar
Rp. 6.300.000,00 {(enam juta tiga ratus ribu rupiah}
yvang terdiri atas:

a. belanja modal alat bengkel bermesin;
b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
c. belanja modal alat ukur.

(2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(3} Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah]j.

Pasal 40

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
Pasal 36 ayat (2) huruf d dengan anggaran sebesar
Rp. 1.532.500,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu
Iima ratus rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek
belanja yaitu belanja modal alat pengolahan.



Pasal 41

(1} Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf e dengan anggaran sebesar
Rp. 5.104.228.914,00 (lima miliar seratus empat juta
dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus
empat belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat kantor;
b. belanja modal alat rumah tangga; dan
¢. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 136.493.464,00 (seratus tiga puluh enam juta
empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus
enam puluh empat rupiah).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 4.377.064.450,00 {empat miliar tiga ratus
tujuh puluh tujuh juta enam puluh empat ribu empat
ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
anggaran sebesar Rp. 590.671.000,00 (lima ratus
sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu
rupiahj.

Pasal 42

(1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f
dengan anggaran sebesar Rp. $869.330.000,00
(sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus
tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal alat studio; dan
b. belanja modal alat komunikasi.

(2] Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 717.530.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta lima
ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 251.800.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta
delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 43

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g
dengan anggaran sebesar Rp. 12.022.372.006,00 (dua
belas miliar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh
dua ribu enam rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek
belanja yaitu belanja modal alat kedokteran.



Pasal 44

(1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1} huruf h dengan
anggaran sebesar Rp. 36.375.000,00 {tiga puluh enam
juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah} yang
terdiri atas:

a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.

{2) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
anggaran sebesar Rp. 14.625.000,00 (empat belas juta
enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

(1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1} huruf i dengan anggaran
sebesar Rp.12.424.156.295,00 (dua belas miliar empat
ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh enam
ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang
terdiri atas:

a. belanja modal komputer unit; dan
b. belanja modal peralatan komputer.

{2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 10.878.594.300,00 (sepuluh miliar delapan ratus
tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh
empat ribu tiga ratus rupiah).

{3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 1.545.561.995,00 (satu miliar lima ratus
empat puluh lima juta lima ratus enam puluh satu
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 46

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat {1} huruf k dengan
anggaran sebesar Rp. 47.310.000,00 (empat puluh tujuh
juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas satu
rincian objek belanja yaitu belanja modal sumur.

Pasal 47

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf ]| dengan anggaran sebesar
Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus
ribu rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja
yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.



Pasal 48

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar
Rp. 5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) yang terdin atas satu rincian objek belanja
yaitu belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 49

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf n dengan
anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasat 50

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (l) huruf o dengan
anggaran sebesar Rp. 6.619.104.200,00 (enam miliar
enam ratus sembilan belas juta seratus empat ribu dua
ratus rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja
yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 51

(1} Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf ¢ dengan
anggaran sebesar Rp. 27.988.659.799,00 (dua puluh
tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan
juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus
sembilan puluh sembilan rupiahj, yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 25.676.659.799,00 (dua puluh lima miliar
enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima
puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh
sembilan rupiah).

{3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b dengan
anggaran sebesar Rp. 2.302.000.000,00 (dua miliar tiga
ratus dua juta rupiahj.

Pasal 52

{1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 25.676.659.799,00 (dua puluh
lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam
ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.



(2)

(3)

(1)

(2)

(4}

(5)

(6)

Belanja modal bangunan gedung tempat Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a2 dengan
anggaran sebesar Rp. 25.676.659.799,00 (dua puluh
lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam
ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan
puluh sembilan rupiah].

Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 53

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dengan
anggaran sebesar Rp. 77.404.752.315,00 (tujuh puluh
tujuh miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima
puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) yvang
terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air;

c. belanja modal instalasi;

d. belanja modal jaringan; dan

e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 51.159.539.515,00 (lima puluh satu miliar
seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah).

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 13.039.033.850,00 (tiga belas miliar tiga puluh
sembilan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima
puluh rupiah).

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (!} huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta
rupiah).

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf 4 dengan anggaran sebesar
Rp. 9.206.178.950,00 (sembilan miliar dua ratus enam
juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
lima puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan
anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar
enam ratus juta rupiah).



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

Pasal 54

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 51.159.539.515,00 (lima puluh
satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima
ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima belas
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan; dan

b. belanja modal jembatan.

Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 51.159.539.515,00 {lima puluh satu miliar seratus
lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah).

Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00.
{nol rupiah}.

Pasal 55

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 13.039.033.850,00 (tiga belas miliar tiga
puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus
lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan air irigasi;

b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai

dan penanggulangan bencana alam; dan
c. belanja modal bangunan air kotor.

Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 9.166.167.850,00 (sembilan miliar seratus
enam puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu
delapan ratus lima puluh rupiahj.

Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan
penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b dengan anggaran sebesar Rp.
440.000.000,00 ({empat ratus empat puluh juta
rupiah).

Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dengan anggaran
sebesar Rp. 3.432.866.000,00 (tiga miliar empat ratus
tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam
ribu rupiah).



(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 56

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat {1) huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta
rupiah} yang terdiri atas:

a. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan

b. belanja modal instalasi pengaman.

Belanja modal instalasi pengolahan  sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar
empat ratus juta rupiah).

Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 57

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1} huruf d dengan anggaran sebesar
Rp. 9.206.178.950,00 (sembilan miliar dua ratus enam
juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
lima puluh rupiah} yang terdiri atas:

a. belanja modal jaringan air minum,;

b. belanja modal jaringan listrik; dan

¢. belanja modal jaringan telepon.

Belanja modal jaringan air minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 9.206.178.950,00 (sembilan miliar dua
ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu
sembilan ratus lima puluh rupiahj.

Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf b dengan anggaran sebesar
Rp. 0,00 (nol rupiah].

Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf ¢ dengan anggaran sebesar
Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 58

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1} huruf e dengan

anggaran sebesar Rp. 125.943.000,00 (seratus dua

puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu

rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b. belanja modal barang bercorak kesenian/
kebudayaan/olahraga;

c¢. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.



{2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran
sebesar Rp. 75.943.000,00 (tujuh puluh lima juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah}.

{3} Belanja modal barang bercorak kesenian/
kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 {nol
rupiah).

{4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj).

Pasal 59

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (!} huruf a dengan
anggaran sebesar Rp. 75.943.000,00 (tujuh puluh lima
juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang
terdin atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal
bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 60

Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar
Rp. 61.475.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 61

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf ¢ dengan
anggaran sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas
satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tetap
lainnya BLUD.

Pasal 62

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dengan
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu
belanja modal belanja modal aset tetap lainnya BLUD.



Pasal 63

Anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf ¢ sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri satu
objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu belanja
tidak terduga.

Pasal 64

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 41.500.000.000,00 (empat puluh satu miliar
lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 65

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sebesar
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiahj.

Pasal 66

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (2) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) yang terdiri atas:

a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
b. penghematan belanja-belanja modal.

(2} Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 20.095.526.700,00 (dua puluh miliar sembilan
puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh
ratus rupiah).

(3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 29.904.473.300,00 (dua puluh sembilan miliar
sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh
tiga ribu tiga ratus rupiah).



(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

Pasal 67

Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 20.095.526.700,00 (dua puluh miliar sembilan
puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh
ratus rupiah), yang terdiri yang terdiri atas:

a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan

ASN; dan
b. penghematan belanja barang dan jasa-jasa.

Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 9.416.976.700,00 (sembilan miliar empat ratus
enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu
tujuh ratus rupiah).

Penghematan  belanja  barang dan  jasa-jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 10.678.550.000,00 (sepuluh miliar enam ratus
tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah).

Pasal 68

Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 29.904.473.300,00 (dua puluh sembilan miliar

sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh

tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri yang terdiri

atas:

a. penghematan belanja modal peralatan dan mesin-
alat kantor dan rumah tangga; dan

b. penghematan belanja modal gedung dan bangunan-
bangunan gedung.

Penghematan belanja modal peralatan dan mesin-alat
kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.114.480.000,00
{sembilan miliar seratus empat belas juta empat ratus
delapan puluh ribu rupiah).

Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp. 20.789.993.300,00 (dua
puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus
rupiah).



Pasal 69

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta
rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar
lima ratus juta rupiah}.

Pasal 70

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (2) sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan
miliar lima ratus juta rupiah), yang berupa penyertaan
modal daerah pada BUMD.

Pasal 71

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar Rp. {41.500.000.000,00)
(empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiahj.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan  terhadap pengeluaran  pembiayaan
sebesar Rp. 41.500.000.000,00 {empat puluh satu
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran | : Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.

2. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Menurut
Urusan  Pemerintahan  Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan.



3. Lampiran Il

4, Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Hibah.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Sosial.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus.

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran belanja bagi
hasil.

Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan
Gas Alam/tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek Belanja dan Pembiayaan.

Rincian Dana Tambahan
Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.



Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 24 Desember 202%

BUPATI PRINGSEWU,

Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 24 Desember 2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
dto

HERI [SWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 2%

Salinan sesuai dengan aslinva
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daegah Kgbhupaten Prifigsewn,

PUTRA ADITIY GUMILANG.,S.H..M.H
Penatd Tingkat I/IILd
NIP. 19870212 201001 1 005

dto

SUJADI



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI PRINGSEWL)
NOMOR 35 TAHUN 2027

TENTAMG

PEMNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PRINGSEWU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS]I MENURUT KELOMPOXK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAMIA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 132.605.750.000
4101 Pajak Daerab 39.000.000.000
4.1.01.06 Pajak Hotel 300.000.000
4,1.01.06.01 Pajak Hotel 2rnonodal
4.1.01.06.01.0001 Fajak Hotel 2700000001 -
4.1.01.06.08 Pajak Rumah Kos dengan lumiah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 30.000.000
4.1.01.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumniah Kamar Lebih dari 10 {Sepuluh) 30.000.000
410107 Pajak Restaran 2400000000
41.0107.01 Pajak Restoran dan Sejenishya 1.200.000.000
410107010001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.200.000.000
41.01.07.03 Pajak Kafetana dan Sejenisrya 250.000.000
4.1.01.07.03.0001 Pajak Kaltetania dan Sejemsnya 250.000.060
41010707 Pajak Jasa Boga/Matenng dan Sejenisnya 1350 000.000
4.101.47.07.0001 Fajak lasa Boga/sKatening dan Sejenisnya 1.350.000 000
41.0108 Pajak Hiburan 250.000.000
41010805 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam. dan Sejenisnya - 240.000 000
4,1,01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sgjenisnya 240.000.000
41010809 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran {Fithess Center} 10.000.000
4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center} 10.000.000
41.01.09 Pajak Reklarme 1200.000.000
4,1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.200.000.000
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Biltboard/Videotron/ Megatron 1.200.000.000
410130 Pajak Penerangan Jalan 14.500.000.000
41011002 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 14.500.000.000
4,1,01.10.02.0001 Pajak Penerangarn Jalan Surmber Lain 14.500.000.000
4111 Pajak Parkir 750000000
41011101 Pajak Parkir 750.000.000
41.01.11.01.0001 Pajak Parkir 750.000.000
410112 Pajak Air Tanah $0.000.000
41001201 Pajak Air Tanah 90.000.000
4.101.12.01.0001 Pajak Air Tanah 90.000.000
410114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 350.000.000
4101.14.12 Pajak Granit/Andesit 187.500.000
41,0114 120001 Pajak Granit/Andesit 187.500.000
4.1.01.1437 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 162.500.000
4.1.01.1437.3001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 162.500.000
410115 Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2] R 13 260.000.000
41011501 PBER2 13.260.000 000
4.1.01 75.01.0001 PBBRZ 13.260.000 000
410116 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTE) 5.500.000.000
41011601 BPHTE-Pemindahan Hak 4 500.000.000
410116010007 BPHTB-Pemindahan Hak 4 500 000.000
4.1.01.16.02 BPHTB-Fermberian Hak Baru 1000.000.000
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pamberian Hak Baru 1.000.060.000
4.1.02 Retribusi Daerah 7.243.250.000
41020 Retribusi Jasa Umum 4222 863.654
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.056.000.000
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.056.000.000
41020104 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 748 143543
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 748,143 543
41020105 Retribusi Pelayanan Pasar 1232199126
4,1.02,01.05.0001 Retribusi Pelataran 199.874.755
4,1.02.01.05.0002 Retribusi Las 387511422
4,1.02.01.05.0003 Retribusi Kias 644.812.549
41020106 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermator 495271025
4.1.02.01.06.0001 Retribysi Pengujian Kendarazan Bermator 495271025
41020107 Ratripust Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 150.000.000
4.1.02.01.07.0001 Retribust Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 150.000 000
41020109 Retribusi Penyediaan dan/fatau Penyedaotan Kakus ) 40.000.000
4.1 02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 40.000 000
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41.0201.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekormunikasi 501.250.000
4,1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 501.250.000
41,0202 Retribusi Jasa Usaha 2327830019
41020201 Retritiusi Pernakaian Kekayaan Daergh 477.093.068
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 232 0930638
4.1.02.02.01.0002 Retribusi Peryewaan Tanah 51.000.000
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 25.000.000
4,1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 168.000.000
4.1.02.0202 Retribusi Pasar Grosir danfatau Pertokoan 974.707.806
4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 974 707 806
4.1,02.02.04 Retribusi Terminal 677.089.145
4.102.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 677.089.145
41020207 Retribusi Rumah Petong Hewan 124.000.000
4.1.02.02.07 0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 124.000.000
41020211 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 75.000.000
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produkst hasi! Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih lkan 75.000.000
410203 Retribusi Perizinan Tertentu N 692.496.287
4,1.02.03.01 Retribusi [zn Mendirikan Bangunan £91.000.000
4.1.020301.000 Retribusi Permbiarian 1zin Mendirkan Bangunan 691.G00.000
4,1.02,03.03 Retribusi [zin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1.456 287
41.02.03.03.0001 Retribusi 12in Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1.496 287
4103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Oipisahkan 2.362.500.000
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemenintah Daerah [Dividen]} atas Penyertaan Wodal pada BUMN 2.362.500.00¢
4103.01.01 Bagian Laha yang Dibagikan kepada Pernerintah Daerah (Dividen) atas Peryertaan Modal pada BUMN 2362 500000
4,1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Peryertaan Modal pada BUMN 2.362.500.000
4104 Lain-lain PAD yang Sah 84.000.000.000
4.1.04.05 Jasa Giro 5.0060.000.000
4.1.04.05.01 Jasa Gira pada Kas Daerah 5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kes Daerah 5.0040.000.000
41.04.16 Pendapatan BLUD 50.500.000.000
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD £0.500.000.000
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 60.500.000.000
410418 Pendapatan Dara Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional {#KN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 18.500.000.000
41,04 18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 18.500.000.000
4.1.0418.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKM pada FKTP 18.500.000.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,103,122, 646.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat 1023122 646.000
42M 0t Dana Penmbangan N 884.074.505.000
42010101 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil {DBH) 2{1.219.484 000
4.201.01.01.0001 DEH Pajak Burni dan Bangunan 4454 696,000
4.201.01.01.0002 CEH PPh Pasal 21 5.557.560.000
4.2.01.01.01.0003 DBH PPR Pasal 25 dan Pasal 29/WROFDN 233442 000
4.2.01.01.01.0004 DEH Cukai Hasil Ternbakau (CHT) a

4,2.01.01.01.0005

DBH Sumber Daya Alam {SDA) Minyak Bumi

5.823.575.000

4.2.01.01.01.0007

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi

1.801.896.000

4.2.01.01.01.0009

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA] Mineral dan Batubara-Royalty

333.568.000

4.2.01.01.01.001¢

DBH Sumber Daya Alam {SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

95.920.000

420101010013

DBH Sumber Daya Alam [SDA) Perikanan

1.918.826.000

42010102 Dana Transfer Urmum-Cana Alokast Umum (DAL 569.803.319.000
4.2.01.01.02.0001 DAL $69.803.319.000
42010103 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus [DAK) Fisik 106.547,123.000
4.3.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-50 15.577.850.000
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-5MP 10.492.271.000
420101030011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 412 848.000
4.201.01.030015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 2.085.300.000
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan XB-Reguler-KB 3.355.820.000
420701030027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya 1.048.601.G00

42010103001

DAX Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renavasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan

Pertanian

12.401.668.000

420101030034

DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan .

16.555.792.000

4.2.01.01.03.0035

DAK Fisik-Bidang lalan-Penugasan-Jalan

12.991.303.000
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42.01.01.03.0037

DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler

7.347.686.000

4.2.01.07.03.0040

DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler

4207 866.000

4.201.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6 346.984.000
420101030052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 13.723.124.000
42010104 Dana Transfer Khusus-Dana Ajokasi Khusus [DAK) Man Fisik 187504 979.000
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 53 907.500.000

4,2.01.01 04.0003

DAK Non Fisik-BOS Kinerja

1.520.000.000

4.2.01.0%04.0004

DAK Non Fisik-TPG PNSD

101 476.403.000

4201 01.04.0005 DAX Non Fisik-Tamsi Guru PNSD 2.256.000.000
4201 01.04.0007 DAK Non Fisik-BOF PAUD 6.186.000.000
4.2.01 01.04 0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 969 .9500.000
4.2.01.0104.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 15418 176.000
420101040005 DAK Mon Fisik-BOKKE-BOKB 4.190.364 000
420101040016 DAK Non Fisik-PK2UKM 404 200000
420101040020 DAK Nan Fisik-Fasilitasi Penanaman Modat 350.736.000
420101040023 DAK NanFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak X 451.800.000
420101040023 DAK Nor Fisik-Dana Ketahanan Pangan Ban Pertanian 373.900.000
420102 Dana Insentif Daerah (DID) 16.414.400.000
42010201 oo 16.414.400.000
4.2.01.02.01.0001 [ll8] 16 414 400.000
4.2.01.0% Dana Desa 122.633.341.000
42010501 Dara Desa 122.633.341.000
420105010001 Dana Desa 122.633.341.000
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 80.000.000.000
4.202.01 Pendapatan Bagi Hasil 80.000.000.000
42020101 Pendapatan Bagi Hasil Fajak 80.000.000.000
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Fajak Kendaraan Bermotar 14,775.254 859
4.2.0201.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 18.764.768.002
4.202.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23.582. 443592
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 49.876.138
4.2,02.01.01 0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 22827657409

Jumlah Pendapatan

1.235,728,396.000

5 BELANJIA

5.1 BELANJA OPERASI 9381691496571
5107 Belanja Pegawai 563.779.620.4M
51301 Belanja GGaji dan Tunjangan ASN 363.992.891382
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN ) 275019.028.733
5.1.01.01.01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 254283763385
§.1.01.01.01.0002 Belarja Gayl Pokok PPPK 20 735265 348
5101002 Belanja Tunjangan Keduarga ASN 23987955 784
51.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 22989.152.594
5.1.01.01 .02 0002 Betanja Tunjangan Keluarga PPPK 998.803.190
51.0101.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5464.738.265
5.1.01.01.03.0001 Betanja Tunjangan Jabatan PNS 6 464.738.265
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 22410174582

5.1.01.01.04.0001

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

20072.355.2B0

5.1.01.01.04 0002 Belanja Tunjangan Fungsionat PPPK 2337815302
5.101.0105 Belanja Tunjangan Fungsianal Umum ASN 1842918380
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Urrum PNS 1.927 040.640
5.1.01.01.05 0002 Belznja Tunjangan Fungsional Urmum PPPK 15.877.750

5.1.01.01.08

Belanja Tunjangan Beras ASN

14,652.301.070

5.1.01.01.06 0001

Belanja Tunjangan Beras PNS

13.593.511.086

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.058.785.984
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPR/Tunjangan Khusus ASN 474,180.274
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 460,505,556
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PRPK 13674718
5.1.01.01.08 Belanja Pernbulatan Gaji ASN 65.140.533
5.1.01.01.08.0001 Belanja Fembulatan Gaji PNS . 5.947.301
5.1.01.01.08.0002 Belanja Fembulatan Gaji PPPK 193.232

5.1.01.01.09

Belanja luran laminan Kesehatan ASN

14.649.962.375
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5.101.01.09.0001 Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS 14 528,962 375
5.1.01.01.09.0002 Belanja luran taminan Kesehatan PPPK 120.000.000
5.1.01.01.10 Belarja luran Jaminan Kecelakaan Kera ASN 764 820.000
5.101.01 10.0001 Belanja luran Jarninan Kecelakaan Kerja PNS 759.320.000
5.101.01 10,0002 Bedanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5500 000
51010111 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 2.399.520 000
510101.11.0001 Belanja luran Jaminan Kernatian PNS 2.383.020.000
51.0101.11 0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 16.500 000
51010112 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perurmahan Rakyat ASN 1221151378
5.1.07.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PN 1043660 777
510101120002 Belarys luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 177.450.599
510102 Belanja Tarnbahan Fenghasilan ASN 47 822 241.661
s1mgEMm Tarbahan Penghasilan berdasarkan Bebian Kefja ASN 47.110.628.943
5.101.0201.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kefja PNS 47110620943
51010202 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 180 600.000
$1.01.02.02.0000 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas FM3 - 180 000 Q00
51010204 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 531612718
5.1.01.02.04.0001 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 53161218
5101403 Tarmbahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektf Lainnya ASN 117,504 626.367
51010301 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.311.375.000
5.3.01.03.01.0006 8elanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 10.087.500
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemmungutan Pajak Restoran 94.150.000
510103010008 Belanja Insentif bagi ASM atas Pemungutan Pajak Hiburan £.406.250
51.01.03.01.0008 Belarja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reldame 40.350.000
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 487.562.500
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insemtif bagi ASN atas Pemnungutan Pajak Parkir 25.218.750
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pernungutan Pajak Air Tanah 3.026.250
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logarm dan Batuan 11.768.750
5.1.01.03.01.001% Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Burmi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 445.867.500
5101 03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan 184 937 500
51.0103.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pamungutan Retribusi Daerah 352.688.367
£.1.01.03.02.0002 Balanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umnum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 52.800.000
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASM atas Perungutan Retribusi Jasa Umum-Pelaysnan Parkir di Tepi Jalan Umum 37407177
5.1.01.03.02.0005 Befanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Urmum-Pelayanan Pasar 112.500.000
§.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi lasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotar 24 763,551
51.01.03.02.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pernadam Kebakaran 7.500.003
510163020009 g?'ll::ii al:s:r:: ;:::iezf:la ;t;s; :rea?ungutan Retribysi Jasa Umum—Penyedi.aan dan/atau Penyedotan Kakus yang 1500000
510102020013 ?;I::é:zz:?:;: bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara 35 062 500
51.01.03.02.0074 Belanja Insentif bagi ASN 2tas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 12275 864
5.1.01.03.020017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 33854457
§.1.01.03.02.0020 Belanja Inseatif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi lasa Usaha-Rumah Potong Hewan 6 200.000
$.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagh ASN atas Pernungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3750000
5.101.0302.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Perungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Mendirikan Bangunan 35 000 000
5.1.01.03.020027 iz{;gi;:sfn:::agi ASN atos Pernungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan 74815
51.0103.03 Betanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)} PNSD 101.476.403 000
$.1.01.03.01.0001 Belarga TPG PNSD 101.476.403.000
51.0103.0% Belanja Tambahan Penghasilan Tamsil) Guru PNSD 2 256 000 000
513103050007 Belanja Tamsil Gura PNSD 2.256.000.000
51010307 Belanja Honorarium 11.897 560.000
51.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggung)awaban Pengelola Keuangan 10.724.060 000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honararium Pengadaan Barang/lasa 1.046.500.000
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBI} 77.000.000
$.1.01.03.08 Belanja lasa Pengelolaan BMD 210.500.000
51.0103.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 210.600.000
510104 Belanjs Gaji dan Tunjangan DPRD 21.987 666655
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 852.290.000
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD i §92.290.000
5.1.01.0402 Belanja Tunjangan Kefuarga DPRD 124.920.600
5.1.01.04,02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 124.820.600
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5.1.01.0403 Belarja Tunjangan Beras DFRD 135,046 400
5101.0403.0001 Belanja Turjangan Beras BPRD 139.046.400
51010404 Belanja Uang Paket DPRD 89224000
51.0104.04 000 Belanjz Lang Faket DPRD 89.229.000
5.1.01 0405 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.283.820.50¢
5.1.01.04.05 0001 Belanja Tunjangan labatan DPFRD 1.283.820.500
S1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DFRD 131 087.250
5 101,04 06.0001 Belanja Tunjangan Alat Ketengkapan OPRD TA1087 250
5.1.01.0407 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lamnnya DPRD 56.317.275
% 1.01.04.07 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 56317275
51010408 Belanja Turjangan Komunikasi Intensif Fimpinan dan Anggota DPRD 3024 000.000
510104080001 Belanja Tunjangan Kormunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.024.000.000
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DFRD 756.000.000
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DFRD 756.000.0600
510104 10 @elanja Permbebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5999314
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pernbebianan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5994314
51010412 Belanja Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8336.171.856
5.1.01.04 12,0007 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 19235352
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DFRD 2789520
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jarmiran Kematian DFRD 7.336.560
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8246810424
51010413 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.001.864.460
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Fransportasi DPRD 7.001.864.460
5.1.01.0414 Belanja Uang Jasa Pengabdian GPRD 136.920.000
5.1.01.04.14 0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 136.920.000
5.1.01.08 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/AWKDH 6368946336
S.1.01.050 Belarja Gaji Pokok KD WEKDH 45 800.000
5.1.01.05.01.0001 Belarja Gaji Pokok KDH/MWEDH 46.800.000
5.1.01.0502 Belanja Tunjargan Keluarga KDH/WEKDH 6.552.000
5.1.01.05.02.6001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.552.000
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 84.240.000
51.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH £4.240.000
51010504 Belania Tunjangan Beras KDH/WKDH 6952.320
5.1.0%.05.04.0001 Belarja Turjangan Beras KDHAWKDH 6952320
51010505 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/AWKDH 241056
5.1.01.0505.0001 Belanja Tunjangan PPhyTunjangan Khusus KOH/WKDH . 241056
5.1.01.05.06 Belanja Pernbulatan Gaji KOHAWKDH - 960
5101 05.06 0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 960
51.01.0507 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6000000
5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/AWKDH 6.000.000
51010508 Belanja luran Jarninan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH TR0 000
5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 180000
$.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kermatian KDH/WKDH 480 000
5.1.01.05.0%.0001 Belarya luran Jamninan Kernatian KDH/WKDH 480 000
51.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Permungutan Pajak Daerzh 487.500.000
5.1.0105.10 0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 3.750.000
510105100007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutsn Pajak Restoran 35 000 000
5.1.01.05.10.0008 Gelanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pernungutan Pajak Hiburan 3125000
5 1.01.0%100009 Belana Insentif bagi KDHAWEKDH atas Permungutan Pajak Reklame 15 000.000
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WXDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 181.250.000
5.101.05.10001 Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pernungutan Pajak Parkir 9.375.000
5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Femungutan Pajak Air Tanah 1125.000
5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.375.000
5.3.01.05.10.0015% Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 165.750.000
514105100016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 68.750.000
51.01.06 Belanja Penerimaan Lainfya Pimpinan DFRD serta KDHANKDH 510.880.00¢
5.1.01.06.0% Belanja Dana Operasional Fimpinan DPRD 110.880.000
5107106010001 Belanja Dana Operasional fimpinan DPRD R 110.880.00:)
$.1.01.06.02 Belarja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/AWKDH 400.000.000
510199 Belanja Pegawai BLUD 11.322.568.000




KABUPATEN PRINGSEWU
RINGKASAN PENJABARAN APED YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBIEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uralan Jumlsh
51.019959 Belanja Fegawai BLUD 11322 568 000
5.1.01 9999 9333 Belanja Pegawai BLUD 11.322 568,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352492534870
5.1.02.01 Belanja Barang 53 636.261.930
51020101 Belanja Bararg Pakai Habis 535954561930
510201.01.0007 Befanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 841599240
5.1.02.01010002 Belanja Bahan-Bahan Kimia B1477 287
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.982 680.018
51.02 01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku S0.000 000
S.1.020101.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 12125000
5.1.02.01 01.0009 Belarya Bahan-{si Tabung Pemadam Kebakaren 90.300.000
S1020101.0010 Belarja Bahan-Isi Tabung Gas 38.850.000
510201010017 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit lkan 192 141 500
510201010012 Belarja Bakhan-Bahan Lainnya 3o3r21zi2l
510201010013 Belanja Suku Cadang-5Suku Cadang Alat Angkutan ) 191,830 420
510201010023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18429 368
5.1.02.01010024 Betanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3402.757 906
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4691871520
510201010027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 211231.000
51.02.01.01.0028 Belanja Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokurmnen/Administrasi Tender 2970.156 149
51.0201.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500630000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik T28682.750
51.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perfengkapan Dinas 77.522.000
5.1.02.01.01.0034 Befanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olabraga 36 600.000
£.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 38.700.000
510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1228947 570
5.1.02.01.01.0037 Belanja Chat-Obatan-Obat 1.423.800.000
5.102.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.883 B07.500
510201010039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10911471180
5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediazn untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 4.000.000
51.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.002.388.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minufman Jamuan Tarmu 3,595.058.000
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 170.795.000
51.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 370.700.000
51.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKOH 24 500000
5102 01.07.0081 Belanja Pakaian Sipil Harian (P5H) 3.000.000
5.1.02 01.01 0062 Belanja Pakaian Sipi! Langkap (PSL) ) 3.500.000
5.1.0201.01.0063 Belanja Pakaian Tinas Harian {PDH) 74.250000
$1.0201.01.0064 Belarja Pakaian Dinas Lapangan {PDL) 87.650.000
5.1.020101 0065 Belanja Pakaian Sipil Resrni [PSR) 123.000.000
5.1.02.01.01.0066 Belama Pakaian Dinas Upacara (POU) 63.100.000
5.102.0101.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 40 963.400
510201010074 Betanja Pakaian Adat Daerah 17.000.000
5.1.02.01.01.0075 Beianja Pakaan Batik Tradisional 272 050000
510201.00.0076 Belanja Pakaian Dlahraga 99 625 00G
51020102 Belanja Barang Tak Habis Pakai 40.800 000
5.1.02.01.02 0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 40.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa 129.919.592.021
51020201 Belanja Jasa Kantor A9915 705 200
5.1.02.02.01 0003 Henarariurm Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.893.420.000
5.1.02.02.01.0004 Hongrarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14 797.585.000
5.1.02.02.01.000% Honerariurm Permber Keterangan Ahli, Saksi Abli, dan Beracara 9,000,000
$1.02.02.01.0006 Hongrarium Penyuluhan atau Pendampingan 304.500.000
5.1.02.02.01.0007 Hongrariurm Rohaniwan 398.500.000
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknotogi Informasi dan Pengelala Website 302.300.000
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Panyelenggara Ujian 8.312.500
£1.02.02.01.0010 Hanorarium Penulisan Butir Sgal Tingkat Frovinsi, Kabupaten atau Kota 1]
$.1.02.0201.00114 Hongrarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan . £1.100.000
5.1.02.02.01.0012 Henerariwm Tim Anggaran Permerintah Daerab 667.200.000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.664,000.000
5.1.02.0201.0014 Betanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.684.416.500
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5.1.02.02.01.0015

Belanja Jasa Tenaga Laboratorium

77.765.000

5.1.02.02.01.0017

Belanja Jass Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perdindungan Masyarakat

2101 800.000

5.1.02.02.01.0018

Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1.668.320.000

5.1.02.02.01.0019 Belarja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 77.700.000
5.1.02.02.01.0020 Befar]a Jasa Tenaga Penanganan Sosial 424 050,000
$102.0201.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 710.500.000
510202010022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1 684.300.000
510202010024 Betanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 414 000 000
5.1.02.0201.0025 Befanja lasa Tenaga Kesernan dan Kebudayaan 58.80:0.000
5.1.020201.0026 Beianja Jasa Tenaga Administrasi 11561.300 000
5.9.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operater Komputer 1.068.900.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.899.750.000
5.1.0202.01.0023 Belarja Jasa Tenaga Ahli 2.80.356.048
5.1.02.02.01.0030 Eelanja Jasa Tenaga Kebersinan 2.800.250.000
§.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan - 7.741.850.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 804.650.000
5.1.02.02.01.0034 Belanja lasa Tenaga Juru Masak 21.000.000
51.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 126.000.000
51.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 63 800.000
510202010039 Belanja Jasa Tenaga {nformasi dan Teknologi 101.000 000
5.1.0202.01.0047 Belanja Jasa Pernasangan (nstalasi Telepon, Air, dan Lstrik 118.750.006
5.1.02.02.01.0046 Selanja Jasa Kanversi Aplikasi/Sistemn Informas 324 450000
510202010047 Belanja Jasa Panyelenggaraan Acara £10.511 852
$.1.02.02.01.0043 Belanja fasa Kontribusi Asosiasi 60.000.000
5.1.02.02.01.0050 Belaria Jasa Xalibrasi 10.000.000
5.1.02.02.01.0053 Belarja Jasa Pengukuran Tanah 139.200.000
5.1.02.0201.0055 Belanja lasa lklan/Rekiame, Film, dan Pemotretan 543.000.000
5.1.02.0201.0059 Belanja Tagihan Telepon 215400000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.200.000

5.1.02.02.01.0061

Belarja Tagihan Listrik

8.388.451.000

5.1.02.02.01.0062

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

3.061.100.000

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TW Berdangganan 2536258 000
5.1.02.02.01.0064 Belarja Paket/Fenginman £.274.500
$.1.02.02 01.0067 Belanja Permbayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 555.100.000
5.1.02.02.01.0073 Belarja Medical Check Up 142.015.000
$.1.020202 Betanja luran Jarminan/Asuransi 12.897.057.436
5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepals Desa dan Perangkat Desa 1.604.998.556
51.02.02.02.0003 Belanja huran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 478.800.000
5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan uran Jaminan Kesebatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 8444 445030
5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.388.342970
5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerjs bagi Non ASN 91642152
51.02.02.02.0007 Belarja luran Jaminan Keratian bagi Non ASN 73318728
5.1.02.02.02.0008 Bolarja Asuransi Barang Milik Daerah 815.550.000
51020203 Belanjz Sewa Tanah 7.500.000
51020203007 Belanja Sewa Tanah Lapangan Clahraga 7 500,000
51020204 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.525 486 000
510202040027 Belara Sewa Pembangkit Llap Air Panas/Steam Generator 72.500 000
5.9.02.02.04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermator Penumpang 151004 000
5.1.02.02 04,0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 31.500.000
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 80.500.000
5.1.02.02.040117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.800.000
51.02.02040118 Belanja Sewa Mebel 1.357.156.000
5.1.02.02.04.0121 B